BAB IV
ANALISISTERHADAP PEMIDANAAN ANAK PELAKU CYBER SEX

DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Analisis Pemidanaan Pelaku Cyber Sex Dalam Hukum Positif Indonesia.

Ketika peradaban manusia telah memasukcgbarspaceang diikuti
dengan teknologi multimedia yang sangat canggihatahspornografi juga
memasuki babak baru dengayberporn.Hasil konvergensi telematika salah
satunya dalam dunieyberyang telah berimplikasi luas pada seluruh aspek
kehidupan. Kegiatartyber tidak dibatasi oleh wilayah suatu negara dan
aksesnya dapat dengan mudah dapat dilakukan dathape dunia, oleh
karena itu kerugian dapat terjadi baik pada peiakernet maupun orang
lain yang tidak pernah berhubungan.

Pengaturan teknologi informasi tidak cukup hanyagde pengaturan
perundang-undangan yang konvensional, namun dikaitutpengaturan
khusus yang menggambarkan keadaan sebenarnyaoddisikmasyarakat,
sehingga tidak ada jarak antara substansi hukungatgemealitas yang
berkembang dimasyarakat.

Meskipun bersifatvirtual kegiatancyber mempunyai dampak nyata
meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengdamikian subyek
pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orgagg telah melakukan

perbuatan hukum secara nyata. Aplikasi yang sabgayak dipakai dari



kegiatan cyber adalah transaksi-transaksi elektronik, sehinggasaiasi
secaran-linesaat ini menjadi masalah yang paling penting.

Tanpa pengamanan yang ketat dan canggih, perkemubdaknologi
informasi tidak memberikan manfaat yang maksimglakia masyarakat.
Teknologi digital memungkinkan menyalahgunaan imi@asi secara mudah,
sehingga masalah kemanan sistem informasi menggudiing

Pendekatan keamanan informasi harus dilakukan aehbalistik,
karena itu terdapat tiga pendekatan untuk memparkam kemanan di
dunia maya. Pertama adalah pendekatan teknologjiakpendekatan sosila
budaya-etika dan ketiga pendekatan hukum. Untukgatesi gangguan
keamanan pendekatan teknologi sifatnya mutlak dikak, sebab tanpa
pengamanan jaringan akan mudah disusupi, di imiesnatau diakses secara
ilegal dan tanpa hak.

Satu langkah yang dianggap penting untuk menangguitu adalah
dengan diwujudkannya rambu-rambu hukum yang tegtiuwdaiam undang-
undang transaksi dan informasi elektronik yaituamgdundang nomor 11
tahun 2008. Hal yang mendasar dari peraturan undadgng ITE
merupakan upaya mengakselerasi manfaat dan fundsinh (peraturan)
dalam rangka kepastian hukum.

Dengan undang-undang ITE diharapkan seluruh pernsoghng
berkaitan dengan aktivitas dunia maya dapat digdi®s dalam hal terjadi

sengketa dan pelanggaran yang menimbulkan kerudgen korban atas



aktifitas didunia maya. Oleh karena itu undang-mgdHl E ini merupakan
bentuk perlindungan kepada seluruh masyarakat datengka menjamin
kepastian hukum.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-unddognasi dan
transaksi elektronik sudah mengatur hal-hal yandsai@n dengan dunia
cyber. Materi yang diatur dalam undang-undang ITE umumhghyang
baru dalam sistem hukum kita, hal tersebut meliputisalah pengakuan
transaksi dan alat bukti elektronik, penyelesaemgketa, perlindungan data,
nama domain dan hak kekayaan intelektual, serttukdrentuk perbuatan
yang dilarang beserta sanksi-sanksinya.

Perkembangan teknologyber memunculkancyber cultureatau e-
culture yang menjadi alat domain kapitalis untuk menjuabbgai produk
termasuk seks. Para pemilik pasar modal mengettil deahwa seks
dilahirkan dari sisi biologis, sehingga ketika #agasa akan menjadi sebuah
kebutuhan yang selalu dicari manusia. Pada komdiah melahirkan situs-
situs porno di internet, bacaan-bacaan cabukttatting sex on-line.

Untuk mencegah dan menanggulangber sexmaka hukum pidana
dapat digunakan sebagai alat meskipun hanya kergiémgobatan
simptomatik. Kebijakan atau upaya penaggulanganahk¢an pada
hakekatnya merupakan bagian integral dari upayingangan masyarakat
(social defenceflan mencapai kesejahteraan masyarésatial welfare).

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan adduir atau tujuan politik



utama dari politik krinimal adalah perlindungan yeskat untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah memasukkan larangan penyebaran kontdanggar
kesusilaan pada undang-undang nomor 11 tahun 20@&1g informasi dan
transaksi elektronik pada pasal 27 ayat 1 yangupsib “setiap orang
dengan sengaja dan tanpa hak menditribusikan danfaentransmisikan
dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektdan/atau dokumen
elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaa

Perbuatan diatas dapat mengandung unsur delik gatarhana delik
yang timbul merupakan delik yang dianggap telahresepnya terlaksana,
dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilaeggan demikian, delik
ini termasuk delik formil atau delik perumusan fdrngakni unsur muatan
melanggar kesusilaan. Dalam pasal ini tidak perhuldikan akibat dari
muatan melanggar kesusilaan, yang terpenting babke@ara formal
informasi elektronik dan dokumen elektronik telaernmgandung muatan-
muatan yang dilarang oleh undang-undang.

Dalam pasal tersebut diatas mempunyai arti bahwiiakeeseorang
dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan konteat lewernet,
handphone maupun media elektronik lainnya yang mgglar kesusilaan
maka akan dikenakan ancaman pidana penjara palimg 6 tahun dan/atau
denda paling banyak satu milyar yang terdapat dgtasal 45 ayat 1

undang-undang transaksi elektronik..



Ditinjau dari jenis pidananyastrafsourt) dalam undang-undang
informasi dan transaksi elektronik jenis pidana gdok/ang diancamkan
hanya ada 2 yakni pidana penjara dan pidana deardpdiancamkan secara
campuran yaitu menggabungkan antara sistem aliferdain sistem
kumulatif. Dari hukuman yang diterapkan tersebutkanakan muncul
konsekuensi dan penerapan antaralain;

1. Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseoradgktea dengan
cara memilih salah satu diantara dua jenis pidamg gliancamkan yaitu
pidana penjara 6 tahun atau denda sebanyak 1 milyar

2. Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseoradgktea berupa
kedua jenis pidana yaitu pidana penjara 6 tahun mldana denda
sebanyak 1 milyar secara bersamaan.

Berdasarkan sistem tersebut, maka hakim tidak meygpupilihan
lain untuk menjatuhkan jenis pidana selain pidagggra dan pidana denda.
Hakim hanya mempunyai peluang untuk dapat menenterat atau
ringannya kedua jenis pidana tersebut yaitu mekantuamanya, dan
jumlah pidana dendanya berapa rupiah.

Ditinjau dari lamanya sistem pidana, dalam undamgang informasi
dan transaksi elektronik menggunakstelselancaman pidana maksimum

sebagaimana digunakan dalam KUHP. Hal ini terjadeka dalam semua

! Widodo, Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime; Alternatifakman Pidana Kerja Sosial dan Pidana
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pasal undang-undang informasi dan transaksi elekirgang mengatur
ancaman pidana hanya menyebutkan ancaman pidajagdalam jangka
waktu yang lama, dan/atau jumlah pidana minimunskku

Dalam hukum pidana di Indonesia, ada keanekaragaliadam sistem
perumusan ancaman pidana, ada yang menggunakam sesternatif
(menggunakan kata "atau” diantara dua jenis pidgarag diancamkan),
kumulatif (menggunakan kata “dan” diantara dua gemidana yang
diancamkan) dan campuran (menggunakan kata ’dai/aliantara dua
jenis pidana yang diancamkan. Dalam ancaman pidada yang
menentukan batas minimum umum (misalnya untuk pidgenjara
minimum satu hari) dan maksimum umum yaitu 15 tapenjara, dan ada
juga yang menggunakan ancaman minimum khusus dasirmam paling
singkat 1 tahun tidak melebihi 18 tahun.

Pengaturan tentang model pemidanaan baik berummaichaupun
tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana ddélam pasal 23 dan 24
undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilaak yang
sebelumya diatur dalam pasal 45, 46 dan 47 KUHRerKean dari ketiga
pasal dalam KUHP tersebut dicabut oleh pasal 6 anmdindang nomor 3
tahun 1997. Konsekuensi dicabutnya ketentuan p&satampai dengan
pasal 47 KUHP menyebabkan sistem pemidanaan terreatkk tidak lagi

menjadi satu kesatuan sistem yang utuh.



Ketentuan mengenai anak dalam pasal 45 sampai 4HPKU
merupakan salah satu bagian dari keseluruhan siptdama dan sistem
pemidanaan anak, karena sistem pemidanaan terhausdp tidak hanya
diatur dalam pasal 45 sampai 47 KUHP yang mendatiang kewenagan
hakim dalam menjatuhkan putusan tentang jenis-jeaiksi (pidana dan
tindakan) dan lamanya pidana untuk anak yang mktakdindak pidana.
Dengan dicabutnya pasal 45 sampai 47 maka salah beagian sistem
pemidanaan dalam KUHP sudah tidak ada dan diganggah aturan-aturan
yang ada dalam undang-undang nomor 3 tahun 199idgddedemikian
aturan atau sistem pemidanaan anak yang semuldabeam KUHP,
khususnya yang berkaitan dengan jenis-jenis pidkara lamanya pidana
sekarang diatur dalam undang-undang khusus yadangiundang nomor 3
tahun 1997 tentang pengadilan anak.

Pidana pokok menurut undang-undang nomor 3 tah@i féhtang
pengadilan anak yang terdapat dalam pasal 23 agadi# dari;
1.Pidana penjara (maksimum 10 tahun)
2.Pidana kurungan
3.Pidana denda, atau
4.Pidana pengawasan.
Pidana tambahan bagi anak nakal dapat berupa;
1. Perampasan barang-barang tertentu, dan atau

2. pembayaran ganti rugi.



Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap aakil pelaku
tindak pidana pidana dalam ketentuan pasal 26 ayandang-undang
nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak ditegagialing lama
setengah dari maksimum ancaman pidana penjara alawngsa, apabila
ketentuan dalam pasal 45 ayat 1 undang-undang ndmaahun 2008
tentang ITE hukuman maksimum bagi pelaliper sex/cyber pornografi
adalah 6 tahun penjara maka jika pelakunya anak-awa&simum hukuman
yang dijatuhkan adalah 3 tahun penjara.

Selanjutnya dalam ketentuan undang-undang nomah@nt 1997
juga menentukan bagi anak berkonflik dengan hukangypelum mencapai
12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam aehgluman mati atau
pidana penjara seumur hidup, sesuai dengan pasgla24 huruf a undang-
undang nomor 3 tahun 1997 maka terhadapnya tidaiatddijatuhi
hukuman pidana melainkan anak tersebut diserah&pada negara untuk
mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kelamikian juga pada
pidana denda dapat dijatuhkan kepada anak yangriékkdengan hukum
sesuai dengan pasal 28 undang-undang nomor 3 i8@Tadalah setengah
dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewpabila dalam
pasal 45 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008ntg informasi dan
transaksi elektronik ketentuan pidana denda maksinadalah 1 milyar

maka jika pelakunya anak-anak pidana denda maksiatdatah 500 juta.



Apabila pidana dendanya tidak bisa dibayar makabwagngganti
dengan wajib mengikuti latihan kerja paling lamah20i kerja dengan jam
kerja tidak melebihi dari 4 jam sehari dan tidakebodilaksanakan pada
malam hari. Ketentuan ini mengikuti pasal 4 Perrkenanomor Per-
01/men/1987 yang mementukan anak yang terpaksajbeidak boleh
bekerja lebih dari 4 jam sehari, tidak bekerja damahari, hal tersebut juga
dipertegas dalam ketentuan undang-undang nomohut td997 tentang
pengadilan anak yang terdapat dalam pasal 28 ayat 3

Pasal 29 undang-undang nomor 3 tahun 1997 menyataddam
dapat menjatuhkan hukuman pidana bersyarat, apdijgtuhkan pidana
bersyarat maka ditentukan syarat umum dan syanaush Syarat umum
adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana datama menjalami
masa pidana bersyarat, semantara syarat khusus mvajgikuti kegiatan-
kegiatan yang diprogramkan oleh Balai Pemasyarakdi®sa hukuman
syarat khusus harus lebih pendek dari syarat umampédling lama 3 tahun.

Pemikiaran bahwa anak yang bermasalah dengan hiiamms
dibedakan dengan orang dewasa berkembang sejak kabd@. Seluruh
negara Eropa mempunyai peraturan perundang-undaegémgjuvenile
justice yang secara umum mendasarkan pada pendekatan hitessga.
Dengan pendekatan ini, para pelanggar hukum usia aebisa mungkin

dijauhkan dari proses penghukuman oleh sistem pe@nagidana, serta



segala tindakan yang akan diambil oleh negaraletsgedapat mungkin
mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pendekatan kesejahteraan dijadikan sebagai dasasofifi
penanganan terhadap pelanggar hukum usia anak diaegabkan oleh
faktor; (1) anak-anak dianggap belum mengerti bakan kesalahan yang
diperbuatnya sehingga sudah sepantasnya anak-aimikan atau
diberlakukan pengurangan hukuman serta pembedamabep@n hukuman
bagi anak-anak dan orang dewasa, (2) bila dibakdmgrang dewasa,
anak-anak diyakini lebih mudah dibina, disadark&anakesalahan yang
sepatutnya tidak dilakukan. Dengan demikian tidgsagtasnya penanganan
bagi anak-anak berpedoman pada mahzab retributbadmimana
penanganan terhadap pelaku orang dewasa), tebépitégpat menggunakan
mahzab rehabilitatif.

Sesuai dengan esensi yang terkandung dalam tujualang-
undang pengadilan anak yaitu "untuk memberikaninmirhgan kepada
anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipurereoriflik dengan
hukum.” Selain bertujuan memberikan perlindungam daemberikan
kesejahteraan kepada anak, juga bertujuan agamdadmjatuhan sanksi
kepada anak harus benar-benar proporsional. Tidakyah memberikan
sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidengana) akan tetapi
juga memberikan alternatif lain dalam bentuk peradimyaitu sanksi non

penal dengan menerapkeastorative justice



Restorative justicatau keadilan restoratif dianggap sebagai model
penghukuman moderen dan lebih manusiawi bagi mpdaghukuman
terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukunsipPkeadilan
restoratif merupakan hasil eksplorasi dan perbaadinantara pendekatan
kesejahteraan dengan pendekatan keadilan. Keadgtoratif berlandaskan
pada prinsip-prinsiyang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka,
seperti hak untuk diberlakukan sebagai orang yatak tbersalah hingga
vonis pengadilan menetapkan demikian, hak untuk Ipedéan diri dan
mendapatkan hukuman yang proporsional dengan kejahaang
dilakukannya.

Selain itu melalui model ini, kepentingan korbangst diperhatikan
melalui mekanisme ganti rugi, dengan tetap memikdrathak-hak asasi
anak yang disangka telah melakukan pelanggarannhydana. Keadilan
restoratif didefinisikan sebagai proses dimana seipihak yang terlibat
dalam pelanggaran tertentu berkumpul bersama umerkutuskan secara
kolektif cara mengatasi konsekuensi pelanggaranimalikasinya dimasa
yang akan datang.

Dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentangagédag anak
masih didominasi oleh pendekatan yang bersifatbrdif, hal yang secara
nyata tampak dalam undang-undang nomor 3 tahun 1&®atas pada
adanya pengurangan ancaman pidana serta adanyet#iténdakan selain

pidana. Pendekatan keadilan restoratif juga dapktkukkan melalui



pemafaatan kewenangan disktegang dimiliki oleh polisi sebagaimana
diatur dalam undang-undang kepolisian. Dalam halpihak kepolisian
dapat menghentikan suatu penyidikan perkara pidaak dengan alasan
bahwa telah diperoleh suatu penyelesaian secargetoemh dan adil.

Prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah; (1) nbelst pelanggar
(anak berhadapan dengan hukum) bertanggung jawalk nmemperbaiki
kerugian yang ditimbulakan oleh kesalahannya, @nbrerikan kesempatan
kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dalitdsnya disamping
rasa bersalah dengan cara konstruktif, (3) meldratkorban, orang tua,
keluarga, sekolah dan teman bermainnya, (4) membeahtiah forum
kerjasama untuk menyelesaikan masalah, (5) membarfgitbungan
langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksilf

Sedangkan hasil positif yang menjadi tujuan dandep keadilan
restoratif adalah; (1) berkurangnya anak-anak yahkghilangan
kemerdekaan, dan oleh karena itu, memperbaiki korahak-anak yang
masih dipenjara, (2) mengurangi beban kerja pefgggad{3) menghemat
keuangan dengan menghindari biaya lembaga, (4)nglestikan peran serta
masyarakat dan kesadaran publik akamvenile deliquency, (5)
meningkatkan dukungan orang tua dan lingkungan akgiu anak, (6)

keberhasilan hebat dalam integrasi kembali sosiagdn pelaku anak.

2 Kewenangan yang dimilikimpolisi untuk menghentilg@myidikan perkara dengan membebaskan tersangka ana
ataupun melekukan pengalihan dengan tujuan agarteriandar dari proses hukum lebih lanjut, terutpada kasus-kasus
tergolong dalam kriminal ringa(petty crime)



Pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang ditklgh
melakukan tindak pidana dari proses formal dengau #&anpa syarat.
Tujuan dari pangalihan adalah; (1) anak tidak peéitahan, (2) menghindari
cap atau stigma sebagai penjahat, (3) peluang felgku meningkatkan
kertampilan hidup, (4) peluang bagi pelaku bertangg jawab atas
perbuatannya, (5) tidak melakukan pengulangan pid€6) mencegah
terjadinya intervensi-intervensi yang dilakukan holkorban dan pelaku
tanpa harus melalui proses formal, (7) menghindar@aak mengikuti
proses sistem pengadilan, (8) menjauhkan anak-daakpengaruh dan
implikasi negatif dari proses pengadilan.

Pasal 2 ayat 3 dan 4, undang-undang Republik Irsi@memor 4
tahun 1979, tentang kesejahteraan anak berbunwigaelberikut; "Anak
berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baikssalam kandungan
maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas penrigah-perlindungan
terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayat@n raenghambat
pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar’. Kegatara dengan jelas
menyatakan dan mendorong perlu perlindungan ddakpan yang adil
terhadap anak.

Yang mengusahakan perlindungan anak (kesejahtaresdt) adalah
pemerintah atau masyarakat (pasal 11 ayat 2 undad@ng Republik
Indonesia nomor 4 tahun 1979), tentang kesejahtemak. Jadi yang harus

mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggistyarakat sesuai



dengan kemampuannya dengan berbagai macam usam sialiasi dan

kondisi tertentu. Dapat dikatakan setiap warga r&eganggota masyarakat,

dan bangsa. Oleh karena itu kebahagiaan anak nkampeabahagiaan
orang tua, kabahagiaan yang dilindungi adalah lajijahn yang
melindungi.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengeadakalisi
dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan ikamaya. Adapun
perlindungan anak merupakan perwujudan adanya lkeaddalam
masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan &aaks diusahakan
dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bgamskat.

Pelaksaan perlindungan anak yang baik antara la@menuhi
beberapa prasyarat sebagai berikut;

a. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksan@geyhndungan anak
harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepdait@en dengan
masalah perlindungan anak, agar dapat bersikapbddamdak secara
ktepat dalam menghadapi dan mengatasi permasajatmanberkaitan
dengan pelaksaan perlindungan anak

b. Perlindungan anak harus dilakukan bersama anttiegp searga negara,
angota masyarakat secara individual maupun koleldif pemerintah
demi kepentingan bersama, kepentingan nasionalcapan aspirasi

bangsa Indonesia. Dengan demikian pengadaan pé&@yulonengenai

% Gosita Arif, Masalah Perlindungan Anallakarta; Akademika Pressindo, 1989. him 18



perlindungan anak adalah tindakan mutlak agar setiarga negara,
anggota masyarakat sadar akan pentingnya perliagduragnak dan
bersedia berpatisipasi secara aktif sesuai dengarafpuan masing-
masing.

. Kerjasama dan koordinasi diperlukan dalam kelamcak&giatan

perlindungan anak yang rasional, bertanggung jadea bermanfaat
antar para partisipan yang bersangkutan. Menghih@abagai macam
konfrontasi yang tidak perlu dan mengambangkan kukasi yang

positif, edukatif dan membangun (antar para ppdiy dalam

pelaksanaan perlindungan anak.

. Dalam rangka membuat kebijaksaan dan rencana kg dapat
dilaksanakan perlu diusahakan inventarisasi falekior yang

menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan &wsalu diteliti

masalah-masalah apa saja yang dapat menjadi fektomogendan

faktor viktimogendalam pelaksaan perlindungan anak.

. Dalam membuat ketentuan-ketentuan yang menyinggenghdungan
anak dalam berbagai ketentuan perundang-undangsen Hdarus
mengutamakan perspektif yang diatur dan bukan yaweggatur,
mengutamakan perspektif yang dilindungi bukan yanelindungi.

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungagiatan

perlindungan anak dan untuk mencegah akibat-akibgatif yang tidak

diinginkan



f. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkau atinyatakan
dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bgamskat. Dalam
rangka melaksanakan perlindungan anak setiap amggaisyarakat
dengan kerjasama dengan pemerintah, pemerintahs hikul serta
menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan
diperkembangannya perlindungan anak secara lansungun tidak
langsung dalam berbagai bidang kehidupan.

g. Dalam pelaksaan kegiatan perlindungan anak pihak barus diberikan
kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta dalarmduoelbi diri
sendiri , dan dikemudian hari dapat menjadi oramg tyang
berpartisipasi positif dan aktif dalam kegiatanlipdungan anak yang
merupakan hak dan kewajiban setiap anggota mastata&hubungan
dengan usaha pemberian kemampuan pada anak umgakiklat serta
dalam kegiatan perlindungan anak, maka sebaikrpkirtian mengenai
cara-cara pembinaan anak yang bersangkutan.

h. Perlindungan anak yang baik harus mempunyai dasardfilosofis,
etis dan yuridis. Dasar tersebut merupakan pedomamgkajian,
evaluasi apakah ketentuan-ketentuan yang dibuatpetaksaan yang
direncanakan benar-benar rasional positif, dapapertinggung
jawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutarariasar ini dapat

diambil dan dikembangkan dari pancasila, undangrugddasar 1945,



ajaran dan pandangan yang positif dari agama atau sosial yang
tradisional maupun moderen.

i. Pelaksaan kegiatan perlindungan anak tidak bolehimimilkan rasa
tidak dilindungi pada yang bersangkutan, oleh kareadanya
penimbulan penderitaan, kerugian oleh partisipeernau.

j. Perlindungan anak harus didasarkan pada pengembalngia dan
kewajiban asasinya. Perlindungan anak dibidanghie¢ar, pendidikan
dan pembinaan atau pembentukan kepribadian didaspdda hak asasi
anak yang umum. Hak asasi umum untuk orang dewasanchukum
positif berlaku juga untuk anak (orang dewasa daak asama-sama
manusia dan warga negara)

Dalam rangka melaksanakan perlidungan anak peiba
memahami hambatan pelaksaan perlindungan, bebbeapbatan penting
dikemukakan yang berkaitan dengan situasi dan kondrtentu, seperti
berikut;

a. Pengertian-pengertian
Perbedaan pandangan dan keyakinan yang kuat Izerkaéngan
masalah perlidungan anak seorang individu, kelongrgknisasi swasta
maupun pemerintah. Hal ini berkaitan erat antara tengan latar
belakang pendidikan, kepentingan, nilai-nilai sb&@pribadian yang
bersangkutan. Jadi perlu adanya usaha mengatadbatem dalam

masalah pemilikan pengertian yang tepat mengenmangeangan anak.



Misalnya melalui pendidikan, penyuluhan yang melu$ merata
kepada para partisipan dengan berbagai cara.

. Masalah kepentingan dan kewajiban

Keberhasilan usaha perlindungan anak bergantung keskdiaan dan
kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan diridiserdan
kepentingan orang lain. Jadi ini berkaitan dengé&apsdan tindakan
seseorang yang berhubungan erat dengan kerelaapnrasg untuk
mengutamakan kepentingan anak diatas kepentingaibadpr
berdasarkan keyakinan bahwa pelayanan kepentingaak alan
kepentingan nasional juga membawa dampak posaifla gpemenuhan
kepentingan pribadi. Apabila keyakinan ini tidakrata pada banyak
anggota masyarakat, maka dikhawatirkan banyak aaggasyarakat
tidak akan merasa berkewajiban ikut serta dalam gerabangkan
kemampuan anak untuk melindungi dirinya sendiriaseovajar dan
legal, dengan juga memerhatikan kepentingan oraing drang tua dan
bangsa.

. Masalah kerjasama dan koordinasi

Perlindungan anak, adalah suatu hasil interakgineaadanya interelasi
antara fenomena yang ada dan saling mempengaratkia hi berarti
dalam pengaduan dan pelaksaan perlindungan anak rgamuaskan
diperlukan kerjasama dan koordinasi dari kerjasaemsebut, Tanpa

adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antarsamgkutan dan



berkepentingan , maka kegiatan perlindungan anan akihambat
perkembangannya dengan akibat tambahan gangguaertibiaat,
keamanan dan pembangunan nasional. Terutama yangs ha
diperhatikan adalah hambatan yang disebabkan kardak adanya
kerjasama yang memuaskan antara instansi, badaganisasi
pemerintah maupun swasta pada masa lampau yangidgutan pada
saat ini, dan keburukan ini mungkin akan berlanggenus kalau tidak
di tangani sekarang juga. Koordinasi perlindungaakgoerlu diadakan
dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiataindumgan
anak, yang pada hakekatnya menghambat kegiataimcherjan anak
secara keseluruhan. Koordinasi kerjasama ini sehaikmembantu
mengatur bidang minat pelayanan dalam pelaksarexéinqungan anak
yang mempunyai berbagai macam bidang pelayanan.
Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlgaiuranak
dimaksudkan sebagambrella’s lawyang mengatur tentang hak-hak anak.
Namun dalam konsiderannya tidak mencantumkan Kaiveiak Anak
sebagai referensi yuridis, kesalahan terletak paudasan hukum ratifikasi
Konvensi Hak Anak dengan instrumen hukum Keputuszesiden.
Keputusan Presiden secara hierarkis lebih rendahjatleya daripada
undang-undang meskipun substansi materinya dajealogsi sebagai

undang-undang. Undang-undang nomor 23 tahun 20688 @amenyatakan



bahwa asas dan tujuan perlindungan anak salahysab&mlandaskan pada

prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak;

a. Non diskriminasi

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembanga

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukudangrundang ini

mewajibkan negara untuk memberikan perlindungarskfiulalam pasal 59

undang-undang nomor 23 tahun 2002. Kewajiban pemadri untuk

memberikan perlindungan khusus terdapat dalam pEsaindang-undang
nomor 23 tahun 2002 yang berbunyi;

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan iehgaum
sabagaimana yang dimaksudkan pada pasal 59 mehpak yang
berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak nagdanerupakan
kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masatara

2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan wrlehg&um
sabagaimana yang dimaksud ayat diatas dilaksama&katui;

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai demgdabat
dan hak-hak anak
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak din

3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus



4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yearmaik
bagi anak
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap
perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
6. Pemberian jaminan intuk mempertahankan hubungamaten
orang tua atau keluarga
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui imedassa
dan untuk menghindari labelisasi
3. Perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidgabagaimana yang
dimaksud dalam ayat 1 di laksanakan melalui;
1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun dikmbaga
2. Upaya perlindungan dari pemberian identitas melahgdia
massa dan untuk menghindari lebelisasi
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korbassales ahli,
baik fisik, mental maupun sosial
4. Pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasmganai
perkembangan perkara
Undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang mengatisogian
anak berkonflik dengan hukum tidak mempunyai kdess dengan
ketentuan pasal 16 ayat 3 yang menyatakan bahwangkapan,
penahanan, atau tindak pidana penjara anak halajakin apabila sesuai

dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilak@edragai upaya



terakhir.  Ketidak konsistennya ini  ditunjukan demga tidak
diakomodasikannya penyelesaian perkara anak djalar hukum atau
pengadilan formal. Pendekatan keadilan restoraifysknya dijadikan
solusi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhad#ngan hukum.
Dalam duniacyber pelaku pelanggaran menjadi sulit untuk dijerat,
karena perbuatan melanggar hukum tersebut bersifegnasional. Ancaman
kejahatan lintas negara telah menjadi salah saitiheginan dunia. Bahaya
yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional j&eitih rumit karena
kejahatan transnasional bersifat tertutup dan swituk dideteksi serta
mengantisipasinya. Bila dipandang dari sudut kelmwndang-undang ITE
memiliki berbagai aspek hukum sehingga dikatakéaga undang-undang
multi aspek, karena memiliki aspek dan hampir sgl@aspek hukum diatur.
Aspek-aspek hukum tersebut antara lain; aspek huktennasional
juga diatur karena undang-undang ini mengatur bpgkidak hanya di
Indonesia tetapi sudah melewati batas negara. Asglakm pidana, megatur
tentangcrime (kejahatan), aspek hukum perdata yang mengatusakan
transaksi dibidang bisnis. Aspek hukum administrearena menyangkut
pemberian ijin oleh pemerintah dan aspek hukumaalsaik pidana maupun
perdata. Di samping segala manfaat dan kelebihternegt, pengunaan
jaringan global maya tersebut berpotensi memili@mgak hukum yang

serius dan di perlukan langkah-langkah kongkretikimengatasai masalah



yang ditimbulkan sekaligus mengantisipasi berbag@salah hukum dimasa

yang akan datang.

B. AnalisisHukum Islam Tehadap Hukuman Pelaku Cyber Sex.

Tidak pidanacyber sexdapat mengakibatkan dilakukannya orgasmaya
oleh orang yang melihat dan/atau mendengarkan tdanfmengaksesnya
lewat internet. Dalam ilmu keislaman orgasmayahiisguga dengan istilah
Istimna.

Istimna terjadi apabila seseorang telah mengakies [®orno, karena
dalam situs porno terdapat cerita seks, gambarsedan video syur yang
semuannya bisa membuat hormon ditubuh bergejolata ¢ang lain adalah
denganchat sexdengan fasilitas webcam kita bisa menangkap lawiaard
secara lebih nyata.

Sayyid Sabiqg menyebutkan bahwa terjadi perbedaandgpat
dikalangan para ulamdalam permasalahan Istimna. Ulama mahzab Maliki
dan Syafi'i berpendapat bahwa Istimna adalah hanainini berdasarkan
bahwa Allah yang telah memerintahkan untuk menjkgmaluan dalam

segala kondisi kecuali terhadap isteri dan buda&mppuannya, sebagaimana

firman Allah dalam surat Al Mu’'minun ayat 5-7 yabgrbunyi;
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Artinya; Dan orang yang memelihara kemaluannya Kgcuali terhadap
isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang memakki, maka
sesungguhnya mereka tidak tercela (6). Tetapi has@pa mencari
dibalik itu (zina dan sebagainya), maka merekaltubrang-orang
yang melampaui batas.
Apabila seseorang tidak melakukan dengan keduagoran kemudian
melakukan Istimna maka termasuk kedalam golongamgsorang yang
malampaui batas dari apa yang telah dihalalkarhAlgi mereka dan beralih
kepada apa yang telah diharamkan atas mereka.

Ulama mahzab Hanafi berpendapat bahwa Istimna hdimgaamkan
dalam keadaan tertentu dan wajib apabila takuhjdalam perzinaan hal ini
didasarkan pada kaidah;

Lagdily aSilad () ) pall aaiall)
Artinya; manakala berkumpul dua bahaya, maka aatbilang lebih ringan.

Ulama Mahzab Hambali berpendapat bahwa Istimna ralihiean

kecuali dilakukan karena takut dalam keadaan pa&smnatau mengancam



kesehatan. Sanksi bagi pelaku perbuatgber sex yang dilakukan baik
karena pornografi maupun bukan dapat dijatuhi huuta’zir?

Pada jarimah ta’zir kriminalisasi suatu perbuataupun hukumannya
diserahkan kepada hakim, jarimah ta’zir meliputibp@atan-perbuatan yang
diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta’'dihatDdari sisi
keberadaannya ta’zir sama dengan hudud yaitu seliagkb menuju
kemaslahatan dan sebagai pencegahan umum yang nfadarmannya
bermacam-macam mulai dari nasihat atau peringdea, penjara bahkan
sampai pada hukuman mati kalau yang bersangkutdahsbenar-benar
membahayakan.

Uraian diatas sesuai dengan kailah;

dalaall pa g il
Artinya; sanksi ta’zir (berat ringan) tergantungdpskemaslahatan. Hakim
boleh memilih hukuman yang paling sesuai dengars jparbuatan yang
dilakukan, pribadi pelakunya serta faktor-faktor nypebabnya atau
masyarakat yang menjadi korban, tempat kejadian wiaktu terjadinya
jarimah.

Pada umumnya jarimah ta’zir tidak dianggap sebgyanah yang

berbahaya, sehingga tampaknya tidak mengandundkordsesar jika

4 Neng DjubaedalRornografi Dan Pornoaksijakarta; Prenada Media, 2003. him 163
5 Ridwan;Muhammad Syahrut;imitasi Hukum Pidana Islangemarang; Walisomgo Press, 2008. him 34

&y Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam DataMenyelesaikan Masalah Praktigkarta;
Prenada Media, 2006. him 141



penentuan jenis tindak pidana dan hukumannya tikanakepada hakim.
Jenis jarimah ta’zir dan macam hukumannya syaméaktimenentukan
banyaknya, tetapi hanya menentukan beberapa maedgmapan terlarang
yang selama dianggap jarimah seperti; ptaktek mnbenggelapkan titipan,
memaki-maki orang, suap menyuap dan sebagainya.

Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah karermugian tersebut
merugikan tata aturan masyarakat, kepercayaan giemaaserta merugikan
kepentingan dan ketentraman masyarakat. Hukumanpalean suatu hal
yang tidak baik namun diperlukan karena bisa merableguntungan yang
nyata bagi masyarakat. Sedangkan sebagian jarimehir tyang
kriminalisasinya diserahkan kepada penguasa desgarat harus sesuai
dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidd&awanan dengan
prinsip umum dan ketentuan syara’.

Pemberian hak dan kewenangan kepada penguasarfuiij untuk
menentukan jarimah ta’zir dimaksudkan agar merekpat mengatur
mayarakat dan kepentingan-kepentingan serta dapaéemukan kebijakan
yang setepat-tepatnya terhadap keadaan yang méndadeskipun
penentuan hukuman ta’zir dilakukan oleh penguasatidak ada nassnya
namun hukuman tersebut tetap hukuman yang diskanaasalkan bisa
mendidik kepada si pelaku dan memperbaiki perifzdakunya.

Salah satu jenis ta’zir yang digunakan oleh pergudslam

menjatuhkan hukuman dibeberapa negara adalah pigen@ra. Dalam



konteks Negara Indonesia, pidana penjara adalah s&tu jenis pidana
pokok yang terdapat dalam KUHP. Hukuman penjarabaieh dilakukan
dengan dasar dalil firman Allah dalam surat An-Nésaat 15.

Hukuman penjara ada 2 macam yaitu hukuman pengarg glibatasi
waktunya dan hukuman yang tidak dibatasi waktuyakuman penjara
yang dibatasi waktunya tidak ada kesepakatan digala para ulama karena
hal ini dilihat dari jarimah yang dilakukannya. Adabagian para ulama
yang berpendapat lamanya penjara adalah dua gtabuian, ada juga yang
berpendapat satu tahun. Dan tentang penjara tdalk) dibatasi oleh waktu
para ulama ada yang berpendapat berupa kurungaruséidup, bisa juga
sampai orang yang dikurung sungguh-sungguh bertauba

Penjara yang ada dilndonesia di kenal sejak taB0b,lpada mulanya
diperuntukan untuk para tahanan politik yang mearanpemerintah Hindia
Belanda yang dijebloskan kepenjara sebagai tempeabbalasan atas
tindakan kriminal. Konsep inilah hingga saat ininjaeli pegangan khusus
para pengambil kebijakan untuk merumuskan eksistpitna penjara.
Sekarang ini pidana penjara merupakan unit pelayae&nis dibawah
Departeman Hukum dan HAM RI, telah beralih mana jadénlembaga
kemasyarakatan.

Melihat dari sanksi yang diberikan oleh pengadilpinlana penjara
merupakan salah satu jenis sanksi pidana yanggpakming digunakan

sebagai sarana unutk menanggulangi masalah kejah&amenjaraan



sekarang ini dipandang sebagai bentuk pemidanaary y@ertujuan
memperbaiki penjahat disebut sebagai sebuah re$oriyeng berjalan
kearah yang lebih rasional yang berbeda dari payjaarama yang
bertujuan menyingkirkan penjahat dari masyarakat.

Dalam khasanah hukum Islam, pidana penjara lissdut dengan
Al-habsu atau Al-sijnu yang secara etimologi berarti mencegah dan
menahan, bahkan dijadikan pidana pokok dalam kitabdang-undang
hukum pidana negara-negara di dunia. Di dalam pE3aKUHP Negara
Indonesia mengatur tentang jenis pidana, yaitu yemdiri dari pidana
pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungesana denda dan
pidana tutupan). Dan pidana tambahan yang terdiripencabutan hak-hak
tertentu dan perampasan barang-barang tertentu gEmgumuman putusan
hakim.

Secara umum Kkajian hukum Islam terbagi menjadiutukitihadi
(pemikiran hukum) dan hukuratbigi (penerapan hukum). Sanksi penjara
merupakan salah satu bentuk upaya hukum dalam tattzbi. Untuk itu
dalam perspektif figh jinayat, sanksi penjara tetdgerlakukan apabila oleh
hakim dibutuhkan dan tepat unutk memberikan baldsanpendidikan bagi
pelaku kejahatan.

Pidana penjara dalam perspektif figh jinayat, hukpidana Islam
sebagai sebuah sistem hukum mempunyai 3 aspekn kgglni tindak

pidana(rukn al amali), pertanggung jawaban pidarfeukn al madi)dan



pidana atau hukumafmukn al syar’i). Tiga aspek tersebut dipahami secara
simultan sehingga akan menggambarkan hukum pidalean | sebagai
sebuah sistem hukum yang universal.

Umat Islam yang memahami hukum pidana Islam hanljtzat dari
satu rukun yakni rukun syar’i atau materi pidanghisgga hukum Islam
hanya dipahami dari aspek pidana atau huku(agaobat)seperti hukuman
mati, potong tangan, rajam (terpidana di lempan b&ggan mati), penjara
dan jilid (terpidana di pukul dengan rotan). Selaitkum syar’i yang telah di
sebutkan diatas, hukum pidana Islam juga membadang pertanggung
jawaban pidana dan perbuatan pidana. Pertanggwabpga pidana dalam
syari'at Islam adalah pembebanan seseorang sebkipait perbuatan atau
tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kamaendiri dimana
orang tersebut mengatahui maksud dan akibat deéoiagnnyd.

Dalam syariat Islam pertanggung jawaban itu didesma pada tiga
hak yakni®
1. Adanya perbuatan yang dilarang
2.Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengatahui perbuatannya itu

Ketiga hal tersebut harus dipenuhi, sehingga apaalah satu tidak

terpenuhi maka tidak ada pertanggung jawaban pidaad ketiga syarat

" Ahmad Wardi MuslichPengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih Jitgydakarta; Sinar Grafika, 2004.
him 74
8 bid.



tersebut dapat diketahui bahwa pertanggung jawatidana dibebankan
kepada seseorang selain anak-anak sampai usid,baligng yang sakit
syaraf atau gila dan dalam keadaan terpaksa.

Dalam perspektif ushul figh, hukum terbagi menjadinjadi hukum
ashliyyahdan hukummuadiyyatHukumashliyyatadalah inti atau substansi
dari hukum-hukum yang dijelaskan Allah dalam naskhmya, misalnya
potong tangan bagi pencuri, yang paling substaseliah larangna mencuri
karena akan merugikan orang lain. Sedangkan merakajaseseorang atau
memotong tangan merupakan hukormadiyyatyakni sanksi-sanksi hukum
yang digunakan dalam rangka menguatkan inti deanigan mencuri.

Hukuman penjara sebagai hukumuadiyyatyang menjadi penguat
dalam rangka penegakan hukum-hukum Allah, sedang&agasingan atau
sanksi hukum lainnya hanya sebagai pelengkap. Uttitulhukum Islam
memandang efektifitas hukuman penjara atau lairdigasuaikan dengan
kondisi saat ini. Karena pidana penjara bukan satunya media untuk
menyadarkan dan memenjarakan seseorang untuk benmetakukan
pelanggaran hukum.

Syarat-syarat hukuman agar hukuman tersebut itkudikeberadaannya
maka harus dipenuhi tiga syarat diantaranya seltegikiut;
a. Hukuman harus ada dasarnya dari syara’, hukumamggép

mempunyai dasar syar’iyahnya apabila didasarkaa pathber-sumber



syara’ seperti Al Qur'an, Sunnah, ijma’ dan undamglang yang telah
ditetapkan oleh ulil amri.

b. Hukuman harus bersifat pribadi diisyaratkan harusbagdi atau
perorangan. Ini menggandung arti bahwa hukumanshdiatuhkan
pada orang yang melakukan kejahatan bukan paday oramg tidak
bersalah.

c. Hukuman harus bersifat umum, hukuman juga diiskaratharus
berlaku umum. Hal ini mengandung arti bahwa hukumams berlaku
untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi apapun.

d. Tujuan diterapkannya hukuman adalah demi kepemntikganaslahatan
bagi individu dan masyarakat

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi derysecita-cita
perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangyang akan
memelihara, mempertahankan dan mengembangkan peasibangunan
yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perligaluindalam rangka
menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, metdal sosial secara
utuh, serasi dan seimbang.

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subydkinmhu
ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap analkagsebkelompok
masyarakat dan tergolong sebagai kelompok masyadakatergolong tidak
mampu atau dibawah umur. Menurut undang-undandg tidampu karena

kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalpenkembangan.



Seorang anak tidak akan terkena hukuman had k&egahatan yang telah
di lakukan, karena tidak ada beban tanggung jaw&hbrh atas seorang anak
usia lahir sampai mencapai usia baligh, gadhi habgehak menegur
kesalahan atau menetapkan beberapa batasan bakji yamg akan
membantu memperbaiki dan menghentikan dari perbuatdah dimasa
yang akan datang. Hal ini sejalan dengan perka&agtyidina Ali kepada
sahabat Umar;
P9 dLa A pall 08 9 Gady Aa G giaa (8 ) alll) () Cualelal: pand Salld g
(s o) g)) By A aldl)
Artinya: Dan berkata Ali kepada Umar: Apakah engkalou bahwa
tidaklah dicatat perbuatan baik atau buruk, daaktidula
dituntut tanggung jawab atas apa yang dilakukaeriahal
berikut: orang yang gila sampai sadar, anak-anaipaadia
mencapai usia dewasa dan orang tidur sampai diguban
(Hadits Riwayat Al Bukhari)

Kedudukan anak dalam islam merupakan amanah yang kigaga
oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pulakuntandidik hingga
berperilaku sebagaimana yang dituntunkan agama, tgkjadi perilaku
menyimpang yang dilakukan oleh anak, Islam dalaad&an tertentu masih
memberi kelonggaran. Bila seorang anak mencuri atambunuh maka
anak tersebut tidak dapat dikenai hukuman apaptenéiastatus perbuatan

anak dalam kategori figh belum termasuk tindakamikal atau jinayah.



Dalam hukum pidana islam pertanggung jawaban piddapat
terhapus karena adnya sebab-sebab tertentu bagk hemrekaitan dengan
perbuatan pelaku tindak pidana maupun sebab-sebaphberkaitan dengan
kedaan pelaku seperti kejahatan yang dilakukannddaadaan dipaksa
maka tidak ada tuntutan hukum atas hal terseblitaasgerbukti benarnya.
Maka secara hukum orang tersebut tidak bertanggawgb, begitu juga
dengan tindak pidana yang dilakukan oleh sesegrang masih anak-anak
dan seseorang yang sakit syaraf.

Telah tegas dan menjadi consensus dikalangan ubsheva anak-
anak terbebas dari pertanggung jawaban pidananHdikarenakan mereka
dalam status tidak cakap untuk bertindak secararhuklalam istilah pidana
Islam disebut sebagéisa min ahli al-uqubal{bukan termasuk kelompok
yang mendapatkan hukuman).

Oleh karena itu dalam hukum islam tindak pidanagyditekukan oleh
anak-anak merupakan tindak pidana yang tidak miemgdanksi bagi
pelakunya. Bentu-bentuk kenakalan anak yang dikasapada berbagai
pengertian tentang kenakalan anak yang telah dikakam oleh para ahli,
setidaknya terdapat tiga kategori perbuatan yangg yeasuk dalam
klasifikasi kenakalan anak atawenile delinquencyaitu;

1. Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasensara perbuatan
tersebut menurut ketentuan hukum normatif adalatibuag¢an pidana

seperti mencuri, menganiaya dan lain sebagainya.



2. Semua perbuatan atau perilaku yang menyimpangdaria tertentu atau
kelompok tertentu yang menimbulkan kemarahan dafasyarakat.

3. Semua aktifitas pada dasarnya membutuhkan perigadusosial semisal
gelandangan, pengemisan dan lain sebagainya.

Pengertian anak dalam disiplin ilmu berbeda-bedamnulis hanya
memaparkan pengertian anak dari segi hukum islaopomapositif. Hukum
islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud andkhadaorang manusia
yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belumglhaliSedangkan
kesepakatan para ulama, manusia dianggap balighilagalah mencapai
usia 15 tahun. Pendapat para ahli figh mengenaididchn anak berbeda-
beda menurut masa yang di laluinya yaitu;

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir, masa ini kimsejak lahir
sampai usia 7 tahun dan perbuatan yang di lakulak terkena sanksi.
Walaupun kemampuan berpikir sudah dimiliki olehlaregpalagi hal itu
sangat dipengaruhi oleh kondisi lokalitas sebauaérah, namun pada
periode ini anak-anak tetap belum mampu membedalara yang baik
dan mana yang buruk. Dengan kata lain, mereka asagamum masih
dipandang belum cakap bertindak. Mereka hanya dkam ta’zir yang
dibebankan atas harta milik pribadi, yakni membeamntg kerugian

terhadap kerugian yang diderita oleh orang lairkut#en bagi anak yang



belum mumayiz adalah hukuman untuk mendidik bukarkuman
pidana’

2. Masa kemampuan berpikir lemah, masa ini dimulaalsgnak usia 7
tahun sampai usia 15 tahun, pada masa ini anakuldijpengajaran.
Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman nanmanggip sebagai
hukuman mendidik bukan hukuman pidana.

3. Pada kemampuan berpikir penuh, masa ini di mujaksenak mencapai
kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usiahis atau 18
tahun. Pada masa ini telah di kenakan pertanggawgban pidana atas
tindak pidana yang dilakukan. Adapun batas anakahdapabila telah
bermimpi atau haid dengan kata lain sudah baligh.

Anak dibawah umur dapat ditentukan bahwa laki-takbelum keluar
sperma dan perempuan belum haid, ikhtilam dan bebgmah hamil.
Menurut jumhur fugaha yang berpendapat bahwa kédudantara laki-laki
dan perempuan sama yakni tentang kedewasaanyakgditar sperma dan
telah haid serta terlihat kecerdasannya. Kedewassamurut islam adalah
dengan ikhtilam namun terjadi perselisihan dalametekan batas umurnya,
hal ini di sebabkan karena adanya perbedaan ilduhy, tempramen dan

tabiat seseorang serta lingkungan sekitarnya.

° Ensiklopedi Hukum Pidana IslafBpgor; PT. Kharisma limu, him 259



